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PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah
Pola pembangunan manusia dapat dilihat melalui proses peningkatan

pembangunan manusia. Meskipun aspek pembangunan manusia tidak semua
dapat diukur, tetopi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap dapat
mengukur dimensi pokok pada pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) diukur berdasarkan pendidikan tertinggi yang telah dicapai,
menjoga kesehatan, dan memiliki keshlian, dari hal tersebut dapat



menghasilkan pendapatan yang layak untuk mendanai kebutuhan yang
diperlukan merupakan definisi dari Badan Pusat Statistik. Dengan
mengoptimalkan angka IPM sehingga dapat memperlihatkan bahwa terjadi
kenaikon pada pembangunan manusia vang ahli. Sumber daya manusia adalah
i. Peningkatan mutu yang dimiliki

g kiediin pada aspek standar hidup yang layak pada tahun
2021 meningkat 143 ribu atau 1,30 %% yang diukur atas dasar rata-rata konsumsi
riil per kapita daya beli manusia, dan vang terakhir vaitu aspek pendidikan atau
ilmu pengetahuan yang dimiliki meningkat pada talun 2021 sebesar 0,10 tahun

atau 0.77%. Harapan lama sekolah (dapat menjalankan pendidikan formal) pada

penduduk yang berusia 7 tahun vaitu lamanyn [3.08 talum, setara dengan



mengenyam pendidikan. Sedangkan penduduk yang berusia 25 tahun lebih akan
mengalan peninghkatan 0,06 tahun di tahun 202 1. Kehadiran di sekolah diukur
dengan tingkat melek hurof orang dewasa. Dari ketiga aspek dasar tersehut
antara satu dengan yang lainya saling mempengarahi.

Menurut catatan Badan Pusat Stafistik Indeks Pembangunan Manusia di

dkatan, di setiap kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota
di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikategorikan menjadi 3 capaian Indeks
Pembangunan Manusia yaitu, (IPM > §0) dikategorikan sebagai IPM tertinggi,
(66 < IPM < 80) dikategorikan sebagai [PM menengah atas. dan (50 < IPM <
6fi) dikategorikan sebagai IPM menengah bawah,



Menurut penjelasan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia di Daerah
Istimews Yoyakarta rata-rats terjadi peningkatan tertinggi di Kabupaten
Slemnan dengan rata-rata peningkatan yaitu 83.89 dan Kota Yogyakarta dengan
rata-rata yaitu 86.64 schingga termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan
Indeks Pembangunan Manusia di Dagrillstimewa Y oyakarta pada Kabupaten

mengurus - sendiri
wewenang terhadap penvelenggaran pemerintahannya, maka wilayvah tersebut
memiliki kemungkinan untuk berkembang lebih cepat. Pada suatu dserah
keefektifan pelaksanasn otonomi daerah hendaknya ditingkatkan dengan lebih

mencermati aspek yang berhubungan dengan struktur pemenntah dan antar



aparatur pemerintuh. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan hasil
pendapstan daersh dan belanja modal sesuai dengan kebutuhan daerah yang
bersangkutan. Suatu dearah tidak banva melaksanakan tugas dar pemerintah

pusat, melainkan harus mampu untuk menumbuhkan kreativitas maupun

inovasi untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Harapan dari
| menargetkan sumber daya yang

Anggaran

merupakan hasil pendapatan suatu daerah. Belanjx daeral b

proporsi belanja yang dialokasikan unfuk pembiayaan yang positif, agar
lercapainys kesejahteraan masyarakat dan mutu pelayanan untuk publik.
Berikut ini merupskan data dari Daersh Istimewa Yogyakarta yang
berhubungan dengan belanja modal menurut Direktoral Jenderal Perimbangan

Keuangan DIY. Berikut ini merupakan data Belanja modal di Kabupaten/Kota



di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari website Direktora

Jenderal Perimbangan Keuangan, dapat dilihat bahwa belanja modal di setiap

Kabutapen/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami ketidakstabilan.
Tabel 1.2 Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyvakarta

Tahun 2018-2021

TAHUN KABUPATEN/KOTA BM
2018 | Kab. Bantul 338.160,000.000
Kb, Guming Kidul 304 530,000,000
Kah, Kulen Progo 340.490.000.000
Kb, Sleman 41 1.3 10000000
Kota Yogvakarta 325.000.000.000
2019 | Ksb. Bantul 336710000000
Kab. Gumumg Kidul 493 TRO.000.000
Kab. Kulon Progo 421 940.000,000
Kab. Sleman 451.530.000.000
Kota Yogyakarta 337.430.000.000
2024 | Kab. Bantul 216400000 000
Kab. Gunung Kidul 254 800000000
Kab. Kulon Propo 323.350.000.000
Kab. Sleman 361070000000
Kota ¥omvakartn 193.520.000.000
2021 | Kab. Bantul 274.290.000.000
Kab. Gumumg Kidul 232.790.000.000
Kab. Kulon Progo 203.130.000.000
Kab. Sleman 433.710.000.000
Kota Yogyakarta 240.010.000.000




Pendapatan Asli Daerah adalah suatu penghasilan yang diperoleh dan sangat
herpartisipasi untuk mendukung kapasitas daerah dalam rangks desentralisasi
Williantara & Budiasih (2016), Hal ini menunjukan pemerintahan daerah harus
mampu mengoptimalkan kapasitas  daerah apar dspat  meningkatkan
yang sening dikaitkan dengan pemberian wewenang terhadap pemerintah atau
pejabat_daerah vang ari pemerintah pusal. Tujuan ditetapkanyn

. olitile pads tingkatan dacrah guna

isitilah luas yang mencakup kewenangan

pemerintah doerah serta pembangunan daerah. Pertumbuhan Pedapatan Asli
daerah seharusnya menaik seiring dengan natknya pertumbuhan ekonomi yang
akan berdampok secara langsung pada pembangunan manusia. Di bawah ini
merupakan data Pendapatan Ash Daersh d&i Kabupaten'Kota di Daerah



Istimews Yogyakarta yang bersumber dari website Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, berdasarkan dan data tersebut dapat diketahui bahwa
pendapatan ashi daerah di tiap kabupaten/kota mengalami ketidakstabilan
perolehan pendopatan,

Tabel 1. 3 Pendapatan Asli Dacrah @i Dacrah Istimewa Yogvakarta

Tahun 2018-2021
TAHUN KABUPATENKOTA PAD

2018 | Kob. Bontul 402 GS0LO00. 000
Kab, Gunung Kidu! 226980 000,000

Kab. Kulon Progo ZLLOE0000,000

Kab. Sleman B 270,000, 000

| Kota Yogvakarta (AT A0 000000
2019 | Kab. Bantul 505 93000
Kab. Gunung Kidul 2548 10.000.000

Kab. Kulon Progo 237, 580000000

| 'Kab. Sleman 072.050,000,000
Kota Yogvakarta GERO.O50. (0000

2020 | Kab. Bantul AT 610 000,000
Kb, Gunung Kidul 228.210.000.000

Kab. Kulon Progo 254 420.000.000

Kab. Slemnn TR 250.000.000

Kota Yogyikaa 563.170.000.000

2021 | Kab. Bantul A07.670,000,000
Kab. Gumung Kidul 236, 370000, 000

Kah. Kulon Progo S07 .1 500000

Kab. Sleman B3 680000, 000

Kota Yogvakarta S8, 1 20,000,000




Menurut  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  lentang
Pemerintahan Daerah. Dana Alokasi Umum vang selanjutnya disinghkat DAU
merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerstaan kemampuan keusngan ontar dserah uniuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka desentiiilisasi. Dana ini mempunyai sifat block

artinys dana _digunakan dan’ dib kepada dacrah sesuai dengan

pgan pendapatan antara doerah. Di baw
| di KabupstenKota di Daerah
website  Direkiorat Jenderal
an dari data tersebut dapat diketshui bahva
ks el Rel -/

ahel 1. 4 Dana Alokasi Umum di Da
. | 1 2018- i__:::-:

2018 il £ 9R2.250.000.000

Kab. G [ st . Q38 220,000,000
Kob. Kulon Progo T05.870.000.000
Kab. Sleman Q9¢6.490.000.000

Kota Yogyakarta 6:38.500.000.000
2019 | Kab. Bantul L.015.910.000.000
Kab. Gunung Kidul 980.040.000.000




TAHUN

KABUPATEN/KOTA

DAL

Kab. Kulon Progo

732 240.000.000

kab. Sleman

1.035.920.000.000

Kota Yogyakarta

T00370.000.000

2020 | Kab. Bantul 923.210.000.000
Kab. Gunung Kidul FR2.570.000.000
Kab. Kulon Progo 5. 809.000.000
Kah. 5 leman 938, 130.000.000
Kota Yogyakartn 627 250000000
2021 | Kab. Bantul 911.170.000.000
Kab. Gunung Kidul 868.020,000.000
Kab. Kulon Progo £48.5 10,000,000
Kab. Sleman 025.960.000.000

E.ota Yopyokarta

617.520,000.000

Banyak peneliti vang telah melakukan penglition mengenai Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) antara lain yaitu Maripah Sari &
Supadmi (2018) Wulansari (2019) dan Siburian et al, (2021) dalam
penelitiannya mengenai Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan

Manusia dan memperaleh hasil jiks Pendipatan Asli Daerah mempengaruhi

(2018)

secara positif terhadap Indeks Pembangunan Mamasin. Berbedn pada penelitian
Wiliantara & Buodiasith (20016) Khoirunmsa (2019) Rahman (2016) serta
Damayanti (2014} hasilnya memperlihatkan Pendapatan Asli Daerah tidak
mempumyai pengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia.

Pada perelitian Damayanti (2014) Wulansari (2019) dan Irdanto (2021)

dolam penelitiannya mengani Dana Alokasi Unum mempengaruhi Indeks
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Pembangunan Manusia, penelitian menunjukkan jika Dana Alokasi Umum
mempengaruhi positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dari
penelitian Wiliantara & Budiasih (2016) Siburian et al, (2021) dan Sembiring
(2019) mendapat hasil yang berbeda yaitu, penelitiannva memperlihatkan jika

[hmﬂlnkﬂiﬂmumﬁ&]k PEn L

| pad Indeks Pembagunan Manusia,
Pada penelitiin 'Sari & Supadmi (2016), dan Salem (2018) dalam

sitif signifikan terhadap Indeks Pembanguna
‘Komariah et al, (2019) Prihastuti (2018) dan lria

----- _ . Kebalaruan dalims penclitian
m, selain ity peneliti juga men guji Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Alskasi Limum (DAU) dan Belanja Modal (BM) terhadap
Indeks Pembangunan Manusia secara bersamaan. Objek yang dipakai adalah
Kubupaten/Kota di Dacrah Istimewa Yogyakarta. Dipilihnya Kabupaten/Kota
di Daerah Istimewa Yogyakarta karena mempunyai 4 kabupaten dan | kota
yang setiop daerah yang terdapat di Kabupaten/Kota mempunyai kebutuban
akan pembangunan yang tidak sama. Dengan adanyn perbedaan pada penelitian



ini akan dapat berpengarul terhadap tinggi rendahnya Indeks Pembangunan
Manusia di Kasbupaten/Kota di Daersh Istimewn Yogyakarta. Dari latar
belakang yang telah dipaparkan, penulis berminat mengambil judul penelitian
“Pengaruh Pendapatan Asll daerah, Dana Alokasl Umum dan Belanja

Modal Terhadap Indeks Pembap 1 Manusia (Studl Kasus pada

mewn Yogyakarta Tahun

¥ ML Innjumudnl dan mﬂaks



1.4.Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah tersebut vaitu:
I. Uniuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhodap Indeks
Pembangunan Manusis.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dt Alokasi Umum terhadap Indeks

Selain itu juga bisa digunaken untuk bahan pembanding dalam
penelitian-penelitian berikutnya,
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